BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian serta pemahaman yang mengacu pada rumusan
masalah, dan pembahasan dan analisis tentang “PERAN PENGURUS
WILAYAH MUHAMMADIYAH PADA  GORONTALO DALAM
PENDIDIKAN DI PROVINSI GORONTALO”, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Bahwa peran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo
dalam Peningkatan Pendidikan Islam yaitu melalui pendidikan formal
dengan mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang lebih berkualitas
dan menjangkau seluruh masyarakat, menyediakan pendidik yang
berkualitas, menyiapkan kurikulum pendidikan Islam yang sesuai
dengan tuntutan zaman serta mengembangkan potensi maasyarakat
khususnya dalam bidang pengetahuan agama. Sedangkan melalui
pendidikan nonformal melalui pengajian-pengajian rutin, yang mana di
dalamnya terdapat pengajaran tentang ajaran agama Islam yang sesuai
dengan Al-Qur’an dan Hadist. Sedangkan melalui pendidikan informal
yang berupa PAUD,TK,KB, Panti Asuhan Aisyiyah dan pengajian

keluarga.
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2. Kendala apa yang dihadapi pengurus wilayah Muhammadiyah pada

Program pendidikan di Provinsi Gorontalo adalah:

a. Realitas Pendukung
Peran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo
dalam meningkatkan pendidikan masyarakat sangat terbantu
dengan tersebarnya sarana dan prasarana pendidikan Islam dan
dakwah islamiyah di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo
yang berupa sekolah berbasis Islam dan masjid/mushola,
banyaknya tokoh agama sebagai sumber referensi ajaran agama
Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW serta
dukungan dan partisipasi dari tokoh agama, instansi pemerintah
serta masyarakat pada umumnya.

b. Realitas Kendala
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo juga
menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan pendidikan
untuk masyarakat. Terutama kurangnya kesadaran masyarakat
Gorontalo akan pentingnya pendidikan Islam untuk bekal dalam
kehidupan, kurangnya pemahaman masyarakat Gorontalo akan
ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah
Nabi, masih banyaknya praktek kepercayaan kejawen, praktek
kemusyrikan dan perbuatan maksiat diantara masyarakat

Gorontalo, serta persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap
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program dan kegiatan gerakan Muhammadiyah di Provinsi
Gorontalo.
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi

pengurus wilayah Muhammadiyah pada Program pendidikan di

Provinsi Gorontalo terdiri atas

a. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram.

b. Pengadaan dan pendistribusian sarana pembelajaran harus
dibarengi dengan pembekalan kemampuan, sikap, dan
keterampilan calon pemakai, serta harus dilandasi dengan konsep
yang jelas.

c. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa
melalui keragaman jenis program studi.

d. Memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan(prajabatan dan
jabatan).

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sekiranya peneliti dapat
menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pengurus Wilayah
Muhammadiyah Provinsi Gorontalo serta warga masyarakat Gorontalo pada
umumnya. Sekiranya bagi Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo,
bahwa:
1. Yang merangkap jabatan lembaga pemerintah ataupun yang lainya,
hendaknya lebih cermat dalam mengatur/membagi waktu dengan baik

sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kegiatan persyarikatan
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dengan tugas lainya, juga saling memotifasi untuk memupuk semangat
dalam  melaksanakan  program-program  pimpinan  Wilayah
Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, serta perlu untuk lebih intens
dalam merangkul seluruh lapisan masyarakat dan melebarkan sayap
sebagai wadah bagi seluruh lapisan masyarakat diseluruh wilayah
Provinsi Gorontalo.

. Sedangkan untuk masyarakat Provinsi Gorontalo pada umumnya
sekiranya peneliti juga dapat memberi saran dan masukan agar warga
masyarakat Gorontalo membuang jauh-jauh praktek tahayul, bid"ah,
kurafat dan kemusyrikan, menjadikan program dan amal usaha
Muhammadiyah sebagai langkah awal untuk belajar pendidikan Islam
yang hakiki sebagaiman dalam Al-Qur’an dan Hadist serta hendaknya
para warga masyarakat Gorontalo lebih responsif terhadap kegiatan
pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh Pipinan Wilayah
Muhammadiyah Provinsi Gorontalo.

Sekiranya saran tersebut yang dapat peneliti uraikan, semoga dapat
berkontribusi buat kemajuan pendidikan Islam khususnya bagi warga

masyarakat Gorontalo.
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